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WALIKOTA PADANG 
           

PERATURAN  WALIKOTA  PADANG 

NOMOR  22   TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN  2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  PADANG, 
 

Menimbang : bahwa  untuk memenuhi ketentuan Pasal  9 Peraturan Daerah Nomor      
Tahun  2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja  Daerah  Tahun Anggaran  2012, perlu menetapkan 
Peraturan  Walikota Padang tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 
2012  sebagai  rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kota Besar  Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Tengah  (Lembaran Negara  Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang   Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ); 
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7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional   (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang  Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara  Tahun 
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ); 

12. Peraturan  Pemerintah   Nomor  24  Tahun 2004 tentang  Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota  Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah ketiga 
kalinya dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Tahun 2007  Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 
4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang  Dana 
Perimbangan  (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem Informasi 
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  Pelaporan  
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara  Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5272); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012); 

23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Padang  
Tahun 2008 Nomor 01) ; 

24. Peraturan Daerah Kota Padang  Nomor 19  Tahun 2011  tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012  
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun  2011 Nomor  19); 

25. Peraturan Daerah Kota Padang  Nomor 11  Tahun 2012  tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 
2012  (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun  2012 Nomor  29); 

26. Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 
2012 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 35);  

27. Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 
Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 28); 

 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN 
ANGGARAN 2012  

 
Pasal 1 

 
Laporan realisasi anggaran  Tahun Anggaran 2012 terdiri atas  : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.       189.450.840.075,36 
b. Dana Perimbangan                                         Rp.   1.044.585.806.623,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah                   Rp.         241.951.474.815,00 

Jumlah Pendapatan                                    Rp.1.475.988.121.513,36 

 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai                                       Rp.       901.601.205.714,00 
2) Belanja Bunga                                       Rp.                        0,00 
3) Belanja Subsidi                                       Rp.                        0,00 
4) Belanja Hibah                                             Rp.        40.067.890.050,00 
5) Belanja Bnatuan Sosial                           Rp. 5.197.881.000,00 
6) Belanja Bantuan Keuangan                  Rp. 815.759.990,00 
7) Belanja Tidak Terduga                           Rp. 881.744.639,25 

                                                                                                   Rp. 948.564.481.393,25 
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b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai                                      Rp. 41.124.308.650,00 
2) Belanja Barang dan Jasa                       Rp.           190.533.083.440,00 
3) Belanja Modal Rp. 219.990.523.613,00 

          Rp. 451.647.915.703,00 
Jumlah Belanja                                   Rp.1.400.212.397.096,25 
Surplus                                                                                                  Rp.      75.775.724.417,11 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp. 97.284.593.026,91 
b. Pengeluaran Rp. 8.753.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto                                      Rp.88.531.593.026,91 
 
Sisa lebih pembiayaan                                      Rp.164.307.317.444,02  

              anggaran tahun berkenan 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota  ini. 

 
Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Walikota Padang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerah. 

 
Ditetapkan di Padang 
pada tanggal 9 September 2013   

WALIKOTA PADANG 
 
 

D t o 
 

FAUZI  BAHAR 
         

Diundangkan di  Padang 
pada tanggal 9 September 2013  

SEKRETARIS DAERAH  KOTA  PADANG 
 

D t o 
 

  H. SYAFRIL BASYIR, SH       
  NIP.195412151981011003                         

 
BERITA  DAERAH  KOTA  PADANG  TAHUN  2013  NOMOR   22.     
  




